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BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

Scsuai Aplikasi SPSE https://spse.inaproc.id/nasional

https://spse.inaproc.id/nasional


BAB II. UM UM

A. Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu Pelaku Usaha dalam menyiapkan 
Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya dan 
aturan turunannya.

B. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan 
(LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan 
pada Lembar data Pemilihan (LDP).

C. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

- Pekerjaan Konstruksi : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi 
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, 
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu 
bangunan.

- HPS : Perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK 
yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, 
keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai

- LDP : Lembar Data Pemilihan

- PA : Fengguna Anggaran

- KPA : Kuasa Pengguna Anggaran

- UKPBJ : Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa yang selanjutnya 
disingkat UKPBJ adalah unit kerja di 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang 
menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/jasa.

- PP : Pejabat Pengadaan

- PPK : Pejabat Pembuat Komitmen

- Pejabat Yang 
Berwenang 
Menandatangi 
Kontrak

: Yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak 
adalah Pejabat yang memiliki kewenangan untuk 
mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak 
dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.

- Pelaku Usaha : badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha 
dan/atau kegiatan pada bidang tertentu

- Pelaku Usaha Orang 
Ash Papua

: yang selanjutnya disebut pelaku usaha Papua adalah 
calon penyedia yang merupakan/dimiliki orang asli 
Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua 
dan Provinsi Papua Barat.

- Penyedia : adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa 
berdasarkan kontrak.

- APIP : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

- SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa

- Surat Jaminan : Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank 
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan 
Asuransi/Lembaga keuangan khusus yang menjalankan 
usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi 
untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
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Daftar Kuantitas dan 
Harga/Daftar 
Keluaran dan Harga

Masa Pelaksanaan 
Pekerjaan (Jangka 
Waktu Pelaksanaan 
Pekerjaan)

Keselamatan
Konstruksi

SMKK 

RKK 

Ahli K3
Konstruksi/Ahli
Keselamatan
Konstruksi

Petugas Keselamatan 
Konstruksi

Biaya Penerapan 
SMKK

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

: Daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan 
kuantitas/keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya 
yang merupakan bagian dari penawaran.

•' Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung 
berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama 
pekerjaan.

: segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan 
Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar 
keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan 
yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, 
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan 
publik dan lingkungan.

: Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

: Rencana Keselamatan Konstruksi

: tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di 
bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, 
melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan 
dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang 
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi 
yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi 
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

: orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat 
yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani 
Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh 
lembaga atau instansi yang berwenang yang mengacu 
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

: biaya SMKK yang diperlukan untuk menerapkan SMKK 
dalam setiap Pekerjaan Konstruksi.



- 7 -

BAB III. INSTRUKSIKEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Paket Pekerjaan 1.1 
dan Identitas 
Pejabat 
Pengadaan

Pelaku Usaha menyampaikan penawaran atas paket 
Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan kode 
Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum 
dalam LDP.

1.2 Nama paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3 Uraian singkat paket pekerjaan sebagaimana tercantum 
dalam LDP.

1.4 Jenis Konlrak sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.5 Pelaku Usaha yang ditunjuk berkewajiban untuk 
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan 
ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai 
spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

1.6 Nama Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 
sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.7 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam 
LDP.

1.8 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam 
LDP.

1.9 Website Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 
sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.10 Website SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

2. SumberDana Sumber pendanaan, pagu Anggaran, dan HPS untuk pengadaan 
pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan 
sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Pelanggaran 
terhadap 
Aturan 
Pengadaan

3.1 Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini 
berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan 
tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam 

bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan 
Pelaku Usaha yang bertentangan dengan Dokumen 
Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang- 
undangan;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau 
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi 
persyaratan dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan 
Langsung ini.

c. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk 
mengatur harga penawaran;

d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat 
ditcrima oleh Pejabat Pengadaan; dan/atau

e. Melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam 
pemilihan Penyedia

3.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana 
dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administrasi 
sebagai berikut:
a. digugurkan dari proses Pengadaan Langsung atau 

pembatalan penetapan calon Penyedia; dan
b. Sanksi Daftar Hitam.
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4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan 
perannya, menghindari dan mencegah pertentangan 
kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada 
klausul 4.1 antara lain meliputi:
a. Pelaku Usaha Pekerjaan Konstruksi merangkap sebagai

Pejabat Penandatangan Kontrak /Pcjabat Pengadaan 
pada pelaksanaan pengadaan di
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; dan/atau

b. yang berwenang untuk menandatangani 
kontrak/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun 
tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan 
usaha Penyedia.

4.3 Pelaku Usaha dilarang melibatkan pegawai 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai 
pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga 
kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

4.4 Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan 
kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis sebagaimana 
Kualifikasi tercantum dalam LDP meliputi:
Pelaku Usaha a. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk

menjalankan kegiatan/usaha.
b. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan 

hasii Konfirmasi Status Wajib Pajak;
c. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan 

perusahaan (apabila ada perubahan);
d. Seeara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri 

pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
2) Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai 

tetap (apabila dikuasakan); dan
4) Kartu Tanda Penduduk;

e. Menyetujui Fernyataan Pakta Integritas yang berisi:
1) Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau 

nepotisme;
2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui 

terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme 
dalam proses pengadaan ini;

3) Akan mengikuli proses pengadaan secara bersih, 
transparan, dan profesional untuk memberikan hasii kerja 
terbaik sesuai ketentuan peraluran perundang-undangan; 
dan

4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka
1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan;

f. Menyetujui Surat pernyataan Peserta berisi:
1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam 

pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan 
usahanya tidak sedang dihentikan;

2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak 

sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;
4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan 

pertentangan kepentingan;
5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak 

sedang dalam menjalani sanksi pidana;

4. Larangan 
Pertentangan 
Kepentingan
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6) pimpinan dan pcngurus badan usaha bukan sebagai 
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau 
pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang 
mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang 
tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan

8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran 
yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari 
ditcmukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak 
benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan 
sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar 
hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara 
pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang undangan;

g. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan 
subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang I (satu) 
pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik 
di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk 
pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru 
berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki 
pengalaman.

h. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: 
SKP = KP -  P, dimana P adalah jumlah Paket pekerjaan 
konstruksi yang sedang dikerjakan.

i. Dalam hal pengadaan langsung Jasa Konstruksi yang 
dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan 
di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk 
Pelaku Usaha Orang Asli Papua.

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

6. Isi Dokumen 
Pengadaan 
Langsung

Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung terdiri dari:
a. Undangan Pengadaan Langsung;
b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
d. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
e. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga;
f. Formulir Dokumen Penawaran:

1) Dokumen Administrasi:
a) Surat Penawaran;

2) Dokumen Penawaran Teknis:
a) Daftar Peralatan; dan
b) Daftar personel beserta daftar riwayat pengalaman 

kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatangan 
Kontrak ;
Kriteria personel yang dipersyaratkan:
(1) tidak mensyaratkan Tenaga Ahli;
(2) hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi 

kerja untuk setiap personel yang disyaratkan;
(3) dapat mensyaratkan Petugas K3.

3) Dokumen Penawaran Harga:
a) Harga penawaran sesuai Surat Penawaran dalam 

Dokumen Administrasi; dan
b) Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan 

Harga.
g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
h. Rancangan Surat Ferintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN PENAWARAN

7. Dokumen 7.1 Pelaku Usaha menyiapkan Dokumen Penawaran dan Data
Penawaran dan Kualifikasi sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
Kualifikasi

7.2 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, 
Penawaran Teknis, dan Penawaran Harga.
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7.3 Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas:
a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan:

1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum 

dalam LDP;
3) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana 

tercantum dalam LDP;
4) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
5) tanda tangan oleh:

a) direktur utama/pimpinan perusahaan; atau
b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan

perusahaan/pengurus koperasi yang nama
penerima kuasanya tercantum dalam akta
pendirian beserta perubahan terakhir (apabila 
ada perubahan).

b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan
kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan) yang 
nama penerima kuasanya tercantum dalam akta
pendirian beserta perubahan terakhir (apabila ada
perubahan).

7.4 Dokumen Penawaran Teknis terdiri atas:
a. Daftar isian peralatan; dan
b. Dat’tar isian personel beserta daftar pengalaman kerja 

atau referensi kerja.

7.5 Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:
a. Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran;
b. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk kontrak Harga 

Satuan) atau Daftar Keluaran dan Harga (untuk kontrak 
Lumsum).

7.6 Biaya overhead(biaya umum) dan keuntungan serta semua 
pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta yang 
hams dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket 
Pekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga 
penawaran.

7.7 Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi 
dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 
(limapuluh juta rupiah), komponen/Item pekerjaan 
penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta 
Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalam Daftar 
Kuantitas dan Harga/ Daftar Keluaran dan Harga dengan 
besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.

7.8 Data Kualifikasi terdiri dari Formulir Isian Kualifikasi harus 
diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana 
tercantum pada klausul 7.3 huruf a butir 5).

E. PENYAMP ALAN PENAWARAN

8. Penyampaian 8.1 Pelaku Usaha menyampaikan Dokumen Penawaran dan 
Penawaran Data Kualifikasi kepada Pejabat Pengadaan sebagaimana

tercantum dalam SPSE.

8.2 Dengan menyampaikan penawaran sesuai dengan 8.1 
maka Pelaku Usaha telah menyampaikan dan menyetujui:
a. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:

1) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, 
dan/alau nepotisme;

2) Akan mclaporkan kepada PA/KPA/APIP jika 
mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, 
dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
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3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, 
transparan, dan profesional untuk memberikan 
hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan;dan

4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam 
angka 1) 2), dan 3) maka bersedia menerima 
sanksi sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan.

b. Pernyataan Pelaku Usaha yang berisi:
1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak 

dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan 
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar 
hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha 
tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam 
lain;

4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak 
menimbulkan pertentangan kepentingan;

5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha 
tidak sedang menjalani sanksi pidana;

6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan
sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau 
pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai 
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah yang sedang mengambil cuti diluar 
tanggungan Negara.

c. Pernyataan memiliki, mampu, dan bersedia 
menyampaikan Sertifikat Kotnpetensi Kerja Personel 
yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan 
Pengadaan Langsung pada saat klarifikasi/negosiasi.

d. Pernyataan komitmen Keselamatan Konstruksi, yang 
berisi:
1) Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2) Menggunakan tenaga kerja kompeten 

bersertifikat;
3) Menggunakan peralatan yang memenuhi standar 

kelaikan;
4) Menggunakan material yang memenuhi standar 

mutu;
3) Menggunakan teknologi yang memenuhi standar 

kelaikan;
6) Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur 

(SOP); dan
7) Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya 

penerapan SMKK.

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, PEMBUKTIAN KUALIFIKASI, KLARIFIKASI 
DAN NEGOSIASI

9. Pembukaan 9.1 Penawaran Pelaku Usaha dibuka sesuai jadwal dalam 
Penawaran Undangan Pengadaan Langsung yang tercantum dalam

SPSE.

9.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan penawaran, 
yang meliputi:
a. Surat penawaran;
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
c. Dokumen penawaran teknis;
d. Dokumen penawaran harga; dan
e. Data Kualifikasi.
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10. Evaluasi, 
Pembuktian 
Kualifikasi, 
Klarifikasi dan 
Negosiasi 
Teknis dan 
Harga

1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur 
{pass and fail) .

2) Evaluasi kelengkapan Formulir Isian Kualifikasi 
sesuai dengan pcrsyaratan kualifikasi pada klausul 5.

3) Evaluasi terhadap Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan 
izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi 
memperhatikan ketentuan scbagai berikut:
a) Masa berlaku SBU tidak memperhatikan 

ketentuan registrasi tahunan.
b) Masa berlaku SBU dan izin berusaha di bidang 

Jasa Konstruksi yang telah bcrakhir sebelum batas 
akhir pemasukan Penawaran tidak diterima dan 
Pelaku Usaha dinyatakan gugur.

c) Dalam hal masa berlaku SBU dan izin berusaha di 
bidang Jasa Konstruksi berakhir setelah batas 
akhir pemasukan Penawaran, Pelaku Usaha harus 
menyampaikan SBU dan izin berusaha di bidang 
Jasa Konstruksi yang sudah diperpanjang kepada 
Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat rapat 
persiapan penandatanganan kontrak.

d) Dalam hal izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi 
diterbitkan oleh lembaga Online Single 
Submission (OSS), izin berusaha di bidang Jasa 
Konstruksi badan usaha harus sudah berlaku 
efektif pada saat rapat persiapan 
penandatanganan kontrak.

4) Persyaratan status valid keterangan Wajib Pajak 
berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak 
dapat dikecualikan untuk Pelaku Usaha yang secara 
peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki 
laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru 
berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun 
terakhir.

5) Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai 
dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada 
perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada 
saat pembuktian kualifikasi.

6) Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan 
ketentuan:

a) Rumusan SKP 
SKP= KP-F

10.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang 
meliputi:
a. Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi;
b. Evaluasi Teknis;
c. Evaluasi Harga;
d. Pembuktian Kualifikasi; dan
e. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga.

10.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:
a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan 

administrasi, apabila surat penawaran memenuhi 
ketentuan scbagai berikut:
1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 7.3 

huruf a butir 5);
2) mencantumkan penawaran harga;
3) masa berlaku surat penawaran tidak kurang dari 

waktu sebagaimana tercantum dalam EDP; dan
4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang 

ditawarkan tidak melebihi jangka waktu 
sebagaimana tercantum dalam LDP.

b. Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan 
administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan 
Pengadaan Langsung gagal.

c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
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KP = Nilai Kemampuan Paket.
P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan

b) Pelaku Usaha wajib mengisi daftar pekerjaan 
yang sedang dikerjakan;

c) Apabila ditemukan bukti Pelaku Usaha tidak 
mengisi daftar pekerjaan yang sedang 
dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan 
yang sedang dikerjakan, maka apabila 
pekerjaan tersebut menyebabkan SKP Pelaku 
Usaha tidak memenuhi, maka dinyatakan 
gugur.

7) Dalam hal pcngadaan langsungjasa Konstruksi yang 
dipergunakan untuk pereepatan pembangunan 
kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua 
Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli 
Papua.

8) Apabila penyedia tidak memenuhi pcrsyaratan 
kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan 
Pengadaan Langsunggagal.

10.3 Evaluasi Teknis:
a. evaluasi teknis dilakukan terhadap Pelaku Usaha yang 

memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang 

disyaratkan;
c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem 

gugur (pass and fail)\
d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal 

yang harus dipcnuhi sebagaimana terdapat pada 
klausul 7.4.

e. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis 
sebagaimana tercantum dalam klausul 7.4 dengan 
ketentuan:
1) Peralatan yang ditawarkan sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam LDP; dan
2) Personel yang ditawarkan sesuai dengan yang 

dipersyaratkan dalam LDP.
f. Pelaku Usaha yang dinyatakan lulus evaluasi teknis 

dilanjutkan dengan evaluasi harga;
g. Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan teknis, 

Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung 
gagal.

10.4 Evaluasi Harga:
Unsur-unsur yang dievaluasi adalah:
a. Sebelum evaluasi penawaran dilakukan koreksi 

aritmatik dengan ketentuan:
1) koreksi aritmatik dilakukan dengan secara

otomatis menggunakan SPSE. Apabila terdapat 
kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE, 
maka koreksi aritmatik dilakukan secara
manual.

2) hasil koreksi aritmatik mengubah nilai
penawaran.

3) apabila hasil koreksi aritmatik melebihi HPS 
maka penawaran dinyatakan gugur.

4) volume dan/atau jenis pekerjaan yang
tercantum dalam daftar kuantitas dan harga 
dalam penawaran harga disesuaikan dengan 
volume dan/atau jenis pekerjaan yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

5) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara 
volume dengan harga satuan pekerjaan, 
dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku 
adalah hasil perkalian sebenarnya. Dengan
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ketentuan harga satuan pekerjaan yang 
ditawarkan tidak boleh diubah.

6) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan 
dianggap sudah termasuk dalam harga satuan 
pekerjaan yang lain dan harga satuan pada 
daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan 
kosong.

7) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam 
daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan 
jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen 
Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud 
dianggap nol.

8) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah urutan 
peringkat penawaran.

b. Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan 
dengan nilai HPS, jika melebihi nilai HPS tidak 
dinyatakan gugur sebelum dilakukan klarifikasi 
teknis dan negosiasi harga.

c. Dalam hal terdapat harga satuan penawaran yang 
nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh 
persen) dari harga satuan yang tercantum dalam 
HPS, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:
1) apabila harga satuan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga 
pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan 
tidak timpang;

2) apabila harga satuan dinyatakan timpang maka 
harga tersebut hanya berlaku untuk volume 
sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika 
terjadi penambahan volume terhadap pekerjaan 
yang harga satuannya dinyatakan timpang maka 
pembayaran terhadap volume tambahan 
tersebut didasarkan harga satuan hasil negosiasi 
dan telah disepakati.

d. Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya 
nol atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi dan 
kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. 
Harganya dianggap termasuk dalam total harga 
kontrak.

10.5 Fembuktian Kualifikasi:
a. Pembuktian kualifikasi dilakukan jika peserta 

memenuhi persyaratan kualifikasi.
b. Pejabat Pengadaan menyampaikan undangan 

pembuktian kualifikasi dengan mencantumkan 
pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian 
kualifikasi. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi 
dilakukan secara daring kepada Peserta Penujukan 
Langsung.

c. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi secara daring 
dilakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Peserta Pengadaan Langsung mengirimkan foto 

dokumen asli yang diperlukan secara elektronik 
kepada akun resmi Pejabat Pengadaan.

2) Foto dokumen asli merupakan foto langsung dari 
kamera/telepon genggam tanpa proses edit.

3) Pertemuan pembuktian kualifikasi dilakukan 
melalui media video call dan didokumentasikan 
dalam format video dan/atau foto.

d. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan 
secara luring/tatap muka, apabila tidak 
memungkinkan dilaksanakan secara daring.

e. Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah 
menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh 
peserta pada saat pembuktian kualifikasi.
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f. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar SPSE (offline) 
dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan 
untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen 
yang akan dibuktikan.

g. Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian 
kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka 
Pejabat Pengadaan dapat memperpanjang waktu 
pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari 
kerja.

h. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat 
mengakses data kontak (misal akun email atau no 
telepon) tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat 
mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, 
maka resiko sepenuhnya ada pada peserta.

i. Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian 
kualifikasi adalah:
1) Direksi yang namanya ada dalam akta 

pendirian/perubahan atau pihak yang sah 
menurut akta pendirian/perubahan;

2) Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima 
kuasanya tercantum dalam akta 
pcndirian/perubahan;

3) Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri 
pembuktian kualifikasi selama bcrstatus sebagai 
tenaga kerja tetap dan memperoleh kuasa dari 
Direksi yang namanya ada dalam akta 
pendirian/perubahan atau pihak yang sah 
menurut akta pendirian/perusahaan;

4) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh 
kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen 
otentik; atau

5) pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama 
Operasi (KSO) berhak mewakili KSO.

j. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan
memverifikasi kesesuaian data pada informasi 
Formulir elektonik isian kualifikasi pada SPSE atau 
fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli, 
salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat 
yang berwenang dan meminta salinan dokumen 
tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang 
disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian 
kualifikasi dapat dilakukan dengan
klarifikasi/veril'ikasi lapangan apabila dibutuhkan.

k. Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/meneliti
keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi 
dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita 
Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang 
telah diselesaikan sebelumnya.

l. Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian
kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan sesuai 
dengan 19.7 namun tetap tidak dapat menghadiri 
pembuktian kualifikasi, maka peserta dinyatakan
gugur.

m. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan
pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan 
sanksi Daftar Hitam.

10.6 Klarifikasi teknis dan negosiasi harga:
a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi teknis dan 

negosiasi harga.
b. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan nilai HPS dan 

rincian HPS.
c. Pejabat Pengadaan bersama dengan Pelaku Usaha 

membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
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ll.Pembuatan 11.1
Berita Acara 
Hasil
Pengadaan 11.2
Langsung

G. PENERBITAN SPPBJ DAN

12.Penerbitan 12.1 
SPPBJ

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

d. Apabila Klarifikasi teknis dan negosiasi harga tidak 
mencapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan 
menyatakan Pengadaan Langsung gagal.

Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan 
Langsung.

Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal- 
hal sebagai berikut:
a. tanggal dibuatnya Berita Acara
b. nama dan alaniat Pelaku Usaha;
c. total harga penawaran dan total harga hasil negosiasi;
d. dokumen penawaran dan data kualifikasi Pelaku Usaha;
e. unsur-unsur yang dievaluasi; dan
f. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu 

(apabila ada).

PENANDATANGANAN SPK

Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil 
Pengadaan Langsung kepada Pejabat Penandatangan 
Kontrak sebagai dasar untuk menerbitkan Surat 
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Pelaku Usaha yang ditunjuk wajib menerima keputusan 
tersebut, dengan ketentuan:
a. apabila yang bersangkulan mengundurkan diri dengan 

alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat 
Penandatangan Kontrak dan masa penawarannya masih 
berlaku, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan tidak 
dikenakan sanksi apapun;

b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan 
alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh 
Pejabat Pengadaan dan masa penawarannya masih 
berlaku, maka Pelaku Usaha dikenakan sanksi Daftar 
Ilitam; atau

c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk 
karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka 
Pelaku Usaha yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi 
apapun.

Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SPPBJ 
dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah 
diterbitkan pada SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut 
melalui SPSE kepada Pelaku Usaha yang ditunjuk.

SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Berita Acara 
Hasil Pengadaan Langsung.

Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda 
diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas 
yang berwenang.

SPPBJ ditembuskan kepada APIP.

SPK ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari 
kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SPK 
dan mengunggah hasil pemindaian dokumen SPK yang 
telah ditandatangani pada SPSE.
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13. Penandatangan 
-an SPK

12.9 Apabila Pelaku Usaha yang dilunjuk mcngundurkan diri, 
maka Fejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung 
gagal.

13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia wajib 
memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, 
redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf 
pada setiap lembar SPK.

13.2 Pejabat Penandatangan Kontrak menandatangani SPK atas 
nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 
7.3 huruf a butir 5).
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BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL NOMOR
IKP KETENTUAN DAN INFORMASISPESIFIK

A. Paket Pekerjaan 1.1 Kode RUP: 59570875
1.2 Nama paket pekerjaan: Pekerjaan 

Pembangunan Technology Research park
1.3 Uraian singkat paket pekerjaan:

Pekerjaan Pembangunan Technology Research
park

1.4 Jen is Kontrak yang digun akan: 
harga satuan

B. Identitas Pejabat 
Pengadaan

1.6 Nama Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah: 
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

1.7 Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan 
Universitas Maritim Raja Ali Haji

1.8 Alamat Pejabat Pengadaan: Universitas Maritim Raja 
Ali Haji, J1 Raya Dompak, Pulau Dompak, 
TanjungPinang 29111

1.9 Website Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah: 
https://umrah.ac.id/

1.10 WebsiteSPSE: https://spse.inaproc.id/nasional

C. Sumber 
Pendanaan

2 1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: 
SPDIPA- 139.03.2.693398/2025

2. Pagu Anggaran: Rp. 200.000.000,00
3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS):

Rp. 199.955.948,48
D. Persyaratan 

Kualifikasi Pelak 
Usaha

5 Persyaratan Kualifikasi:

1. Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi;
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang 

masih berlaku dengan persyaratan:
a. Kualifikasi : Usaha Kecil; dan
b. Klasifikasi: KLBI 41016 
Subklasifikasi : BG 006 Konstruksi Gedung 
Pendidikan

3. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak 
berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak 
[Valid/Tidak Valid].

4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta 
perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

5. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai 
dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan 
paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun 
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di 
lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk 
pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku 
usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) 
tahun

6. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP);
7. Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan 

Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan 
pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua 
dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk 
Pelaku Usaha Orang Asli Papua.

https://umrah.ac.id/
https://spse.inaproc.id/nasional
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Masa berlaku surat penawaran:60 (Enam Puluh) hari 
kalender
[diisi waktu yang diperlukan iintuk proses Pengadaan 
Langsung memperhatikan waktu yang diperlukan 
sanipai dengan penandatanganan SPKJ

E. Masa Berlaku 
Penawaran

7.3.a.2) 
10.2.a.3)

F. JangkaWaktu 
Pelaksanaan 
Pekerjaan

7.2. a.3)
10.2. a.4)

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 30 ( tiga puluh) 
hari kalender
[diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 
pekerjaan]

G. Persyaratan 
Teknis

10.3.e.l)

10.3.e.2)

Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan untuk

No Jenis Kapasitas Jumlah

1 Concrete 

M ixer /  

Molen

0.3M 3 1 Unit

2 Tangka air 1M3 1 Unit

3 Concrete

V ib ra to r

5Hp 1 Unit

4 A la t Potong 

Vaping

6-8 cm 1 un it

5 Stem per 5.5 Hp 1 un it

[diisi oleh Fejabat Pengadaan, untuk pengadaan 
langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai PIPS 
paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta 
rupiah) atau dengan nilai HPS paling banyak 
Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) untuk 
Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk 
percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi 
Papua dan Provinsi Papua Barat, persyaratan ini 
dikecualikan ]

Status Kepemilikan:
(1) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti 

kepemilikan peralatan (eontoh STNK' BPKB, 
invois);

(2) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pernbayaran 
Sewa Beli (eontoh invoice uangmuka, angsuran);

(3) Sewa dilakukan terhadap kebenaran surat 
perjanjian sewa.

Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk

No Jabatan Pengalaman
S ertifika t 

K om petensi Kerja

1 Pelaksarta 2 thn Pelaksana Lapangan 

Pekerjaan Gedung

2 Petugas K3 1 Tahun S ertifika t petugas K3

dst

[diisi oleh Pejabat Pengadaan, untuk pengadaan langsung 
pekerjaan konstruksi dengan nilai IIPS paling banyak 
Rp50.000.000,00 (limapululi juta rupiah) atau dengan 
nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta 
rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan 
untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi
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Papua dan Provinsi Papua Baiat, persyaratan ini 
dikecualikan]

Keterangan:
Scrtifikat Kompetcnsi Kerja dibuktikan saat 
klarifikasi/negosiasi
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BAB V. SPESIFIKASITEKNIS DAN GAMBAR

A. Uraian Spesifikasi Teknis
Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK
sesuai jenis pekerjaan yang akan ditenderkan, dengan ketentuan :
1. Dapat menyebutkan merk dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam

negeri;
2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);
3. Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
4. Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
5. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang

diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
6. Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
7. Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
8. Mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan;
9. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.
10. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:

a. bahan bangunan konstruksi telah diidentifikasi oleh PPK.
b. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan 

beracun (B3), seperti cat, thinner, % as acetylene, BBM, BBC, bahan peledak, dll, harus 
diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, 
pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur 
dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;

c. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data Keselamatan 
Bahan {Material Safety Data Sheet) yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, atau 
dari sumber- sumber yang berkompeten dan/ atau berwenang.

11. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:
a. setiap jenis alat dan perkakas telah diidentifikasi oleh PPK .
b. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan 

atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan {expose) bahaya secara 
langsung terhadap tubuh pekerja;

c. Informasi tentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dan 
perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari 
pedoman/peraturan pihak yang kompeten.

12. Spesifikasi Proses/Kegiatan:
a. kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan sudah ditetapkan oleh 

PPK;
b. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan 

terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan 
kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan 
potensi bahaya pada proses tersebut;

c. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang 
berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis 
keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis) dan tindakan pengendaliannya;

d. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu 
dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;

e. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja 
dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk 
melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan 
prosedur keselamatan konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.
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13. Spesifikasi Mctode Konstruksi/ Metode Felaksanaan/Mctode Kerja
a. Analisis Keselamatan Pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA) harus dilakukan terhadap 

setiap metode konstruksi/ metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis 
untuk menccgah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;

b. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan 
menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai 
dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator 
yang terlatih;

c. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan 
menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, 
perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, 
guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, 
alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;

d. Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis 
keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA), diuji efektivitas pelaksanaannya dan 
efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, 
material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, 
serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi 
dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan 
gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh 
pekerja/operator;

e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi 
harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis 
keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA). Misalnya untuk pekerjaan di 
ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, 
tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara 
lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk 
pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 
meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja 
untuk naik/turun;

f. Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan 
berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dari standar yang 
berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun 
pendapat ahli terkait yang independen.

14. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi
a. Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar- 

gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode 
pelaksanaan/ konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai 
kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, 
elektrikal, plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan 
lain yang terkait;

b. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai kemampuan untuk 
melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan 
pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman 
profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang 
terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi 
tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima 
sesuai dengan standar teknik dan standar Keselamatan Konstruksi yang berlaku;

c. Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, 
pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, 
pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga 
terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual, 
pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh 
tenaga ahli yang terkait;

d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan 
Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan {job safety
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analysis) setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi 
bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap 
kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;

B. Keterangan Gambar
Gambar-gambar untuk pclaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh PPK secara terinci, 
lengkap dan jelas, antara lain :
1. Peta Lokasi
2. Lay out
3. Potongan memanjang
4. Potongan melintang
5. Detail-detail konstruksi
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BAB VI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

Keterangan
1. Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai dengan Instruksi 

Kepada Pelaku Usaha (IKP), SPK, Spesifikasi Teknis dan Gambar.

2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan bcrdasarkan kuantitas/keluaran 
pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana telah diukur dan 
disahkan oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam 
Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga, kecuali bagian pekerjaan 
Material On-Site(bagian pekerjaan di lapangan).

3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga telah mencakup 
semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan- bahan, perawatan, asuransi 
tenaga kerja/BPJS, iaba, pajak, bea, keuntungan, overheaddan semua risiko, tanggung 
jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.

4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah 
kuantitas/keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk 
mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap 
telah termasuk dalam total harga kontrak.

5. Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus 
dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran 
terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus telah termasuk dalam harga mata 
pembayaran yang terkait.



SUMMARY REPORT

Kode Tender 10229446000

Nama Tender Pekerjaan Pembangunan Technology Research park

K/L/P/D Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknoiogi

Satuan Kerja UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan Pascakualifikasi

Anggaran
Tahun Sumber Dana Nilai

2025 APBN Rp. 200.000.000,00

Nilai Pagu Rp. 200.000.000,00

Nilai HPS Rp. 199.955.948,48

Jenis Kontrak Harga Satuan

Lokasi Pekerjaan Tanjungpinang -Tanjung Pinang (Kota)

Persyaratan Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas 

Izin Usaha

Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi 
/Sub Klasifikasi

KBU 41016 ( Konstruksi Gedung Pendidikan)

Sertifikat Badan BG 006 Konstruksi Gedung Pendidikan 
Usaha SBU

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil 
Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak 
yang dibuktikan dengan:
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila 
dikuasakan); dan
4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pemyataan Pakta Integritas.
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Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun 
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta 
termasuk pengalaman subkontrak.

Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
(1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) 
dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling 
banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratusjuta rupiah).
(2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk 
pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 
2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratusjuta rupiah) sampai dengan paling 
banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Tanggal Pembuatan 

Tanggal Persetujuan

1 Juli 2025 14:11 Oleh Agnes Andam Sari

Tanggal Disetujui oleh

17 Juli 2025 11:58 Herman Siswanto

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Upload Dokumen Penawaran 17 Juli 2025 12:00 19 Juli 2025 09:00

Perubahan Oleh Herman Siswanto 17 Juli 2025 12:00 19 Juli 2025 09:00

Alasan evaluasi harga belum di centang di aplikasi

Pembukaan Dokumen Penawaran 19 Juli 2025 09:01 19 Juli 2025 10:00

Perubahan Oleh Herman Siswanto 19 Juli 2025 09:01 19 Juli 2025 10:00

Alasan evaluasi harga belum di centang di aplikasi

Evaluasi Penawaran 19 Juli 2025 10:01 19 Juli 2025 14:30

Perubahan Oleh Herman Siswanto 19 Juli 2025 10:01 19 Juli 2025 14:00

Alasan evaluasi harga belum di centang di aplikasi

Klarifikasi Teknis dan Negosiasi 19 Juli 2025 14:35 19 Juli 2025 15:00

Perubahan Oleh Herman Siswanto 19 Juli 2025 14:01 19 Juli 2025 15:00
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Alasan evaluasi harga belum di centang di aplikasi

Perubahan Oleh Herman Siswanto 19 Juli 2025 15:01 22 Juli 2025 23:59

Alasan evaluasi harga belum di centang di aplikasi

Penandatanganan Kontrak 19 Juli 2025 15:01 22 Juli 2025 23:59

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Audituser

V.4 MDP PL Pekerjaan Pembangunan Technology Research park.pdf 17 Juli 2025 11:54 HERM4NSISW
ANTO PPDIKTI

1

Penawaran Peserta

Nama Peserta

CV. O R I K O N S 

CV. O R I K O N S 

CV. O R I K O N S 

CV. O R I K O N S 

CV. O R I K O N S 

CV. O R I K O N S 

CV. O R I K O N S

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi 

Peserta

CV. O R I K O N S

Evaluasi Administrasi 

Peserta Lulus Uraian

Nama File

la. Daftar Isian Peralatan.pdf

2c. Daftar Riwayat Hidup Personil.pdf

lb. Scan Bukti Peralatan.pdf 

2a. Daftar Personil.pdf

2b Scan Bukti Personel.pdf

3. Rencana Keselamatam Konstruksi.pdf

4. DAFTAR kUANTITAS DAN hARGA.pdf

Lulus

Lulus

Tanggal Kirim Hash Key

18 Juli 2025 21:59 

18 Juli 2025 22:01 

18 Juli 2025 21:59 

18 Juli 2025 22:00 

18 Juli 2025 22:00 

18 Juli 2025 22:01 

18 Juli 2025 22:37

Uraian
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CV. O R I K O N S Lulus

Evaluasi Teknis

Peserta Lulus Uraian

CV. O R I K O N S Lulus

Evaluasi Harga/Biaya

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

CV. 0  R 1 K 0 N S Rp. 199.660.821,55 Rp. 199.660.821,55 Lulus _

Hasil Negosiasi

Peserta Harga Negosiasi

CV. 0  R I K 0  N S Rp. 197.692.640,59

Peserta

Nama Peserta Tanggal Daftar

________________________________________________________

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

CV. 0  R I K 0 N S 1 (Pemenang)

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ Dokumen Tanggal Kirim Status

Pejabat Pengadaan

4
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Berita Acara Hasil Pemilihan

PEKERJAAN PEMBANGUNAN TECHNOLOGY RESEARCH PARK

Nomor: 3.7 /UN53.0/PP/PBJ/2025

Pada hari ini, 19 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan : 

KodePaket : 10229446000

Nama Paket : Pekerjaan Pembangunan Technology Research park

Nilai Total HPS : Rp. 199.955.948,48

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen
penawaran, yaitu:

No. Nama Peserta Alamat Peserta Nilai Penawaran

1 CV. O R I K O N S Perum Kijang Kencana IV Blok H 138 
Tanjungpinang

Rp. 199.660.821,55

B. Evaluasi Penawaran 
1. Evaluasi Kualifikasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. O R I K O N S LULUS

Evaluasi Administrasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. O R I K O N S LULUS

Evaluasi Teknis

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. O R I K O N S LULUS

Evaluasi Harga/Biaya

No. Nama Peserta Penawaran Hasil Keterangan 

Evaluasi

1 CV. O R I K O N S Rp. 199.660.821,55 LULUS

5. Pembuktian Kualifikasi
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No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. 0  R I K 0  N S LULUS

6. Keterangan Tambahan Lain

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:
CV. O R I K O N S

1. Nilai Penawaran: Rp. 1 9 9 .6 6 0 .8 2 1 ,5 5  (9 9 .8 5  %)

2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 1 9 9 .6 6 0 .8 2 1 ,5 5  (9 9 .8 5  %)

3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 1 9 7 .6 9 2 .6 4 0 ,5 9  (9 8 .8 7  %)

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
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Berita Acara Hasil Pemilihan

PEKERJAAN PEMBANGUNAN TECHNOLOGY RESEARCH PARK

Nomor: 3.7 /UN53.0/PP/PBJ/2025

Pada hari ini, 19 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan : 

Kode Paket : 10229446000

Nama Paket : Pekerjaan Pembangunan Technology Research park

Nilai Total HPS : Rp. 199.955.948,48

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen
penawaran, yaitu:

No. Nama Peserta Alamat Peserta Nilai Penawaran

1 CV. O R I K O N S Perum Kijang Kencana IV Blok H 138 
Tanjungpinang

Rp. 199.660.821,55

B. Evaluasi Penawaran 
1. Evaluasi Kualifikasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. O R I K O N S LULUS

2. Evaluasi Administrasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. O R I K O N S LULUS

3. Evaluasi Teknis

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. O R I K O N S LULUS

4. Evaluasi Harga/Biaya

No. Nama Peserta Penawaran Hasil

Evaluasi

Keterangan

1 CV. O R I K O N S Rp. 199.660.821,55 LULUS

5. Pembuktian Kualifikasi

1



No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. 0  R I K 0  N S LULUS

6. Keterangan Tambahan Lain

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:
CV. O R I K O N S

1. Nilai Penawaran: Rp. 1 9 9 .6 6 0 .8 2 1 ,5 5  (9 9 .8 5  %)

2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 1 9 9 .66 0 .82 1 ,55  (9 9 .8 5  %)

3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 1 9 7 .6 9 2 .6 4 0 ,5 9  (9 8 .8 7  %)

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

2



Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran

PEKERJAAN PEMBANGUNAN TECHNOLOGY RESEARCH PARK

Nomor: 3.6 /UN53.0/PP/PBJ/2025

Pada hari ini, 19 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan : 

Kode Paket : 10229446000

Nama Paket : Pekerjaan Pembangunan Technology Research park

Nilai Total HPS : Rp. 199.955.948,48

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen
penawaran, yaitu:

No. Nam a Peserta A lam at Peserta Nilai Penawaran

1 CV. O R I K O N S Perum Kijang Kencana IV Blok H 138 Rp. 199.660.821,55
Tanjungpinang

B. Evaluasi Penawaran 
1. Evaluasi Kualifikasi

No. Nam a Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. O R I K O N S LULUS

2. Evaluasi Administrasi

No. Nam a Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. O R I K O N S LULUS

3. Evaluasi Teknis

No. Nam a Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. O R I K O N S LULUS

4. Evaluasi Harga/Biaya

No. Nam a Peserta Penawaran Hasil

Evaluasi

Keterangan

1 CV. O R I K O N S Rp. 199.660.821,55 LULUS

5. Pembuktian Kualifikasi

1



No. Nam a Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. 0  R I K 0  N S LULUS

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
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Berita Acara Klarifikasi

PEKERJAAN PEMBANGUNAN TECHNOLOGY RESEARCH
PARK

Nomor: 3.6a /UN53.0/PP/PBJ/2025

Pada hari ini, 19 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Klarifikasi untuk paket pekerjaan :

Kode Paket 

Nama Paket 

Nilai Total HPS 

Metode Pemilihan

: 10229446000

: Pekerjaan Pembangunan Technology Research park 

: Rp. 199.955.948,48 

: Pengadaan Langsung

No. Nam a Penyedia A lam at Penyedia Nilai Penawaran

1 CV. O R I K O N S Perum Kijang Kencana IV Blok H 138 
Tanjungpinang

Rp. 199.660.821,55

Bahwa penyedia menyadari ada perbedaan antara data yang di upload dengan BOQ, dan sepakat mengikuti 
perhitungan yang akan disampaikan oleh PPK pada saat Rapat Sebelum Penandatangan Kontrak, dengan tidak 
mengubah nilai kontrak setelah negoisasi, yaitu Rp. 197.692.640,59

Ttd
Pejabat Pengadaan Universitas Maritim Raja Ali Haji


